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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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SALINAN

P U T U S A N

Nomor 785/Pdt.G/2025/PA.Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara; 

PENGGUGAT,  umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx,  pendidikan  SLTA,  tempat  tinggal  di  xx

xxxxxx  xx  xxxxx,  xxxx  xxxxx,  Kecamatan  kalikotes

xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nanto

Riyadi,  S.H.,  dan  Damas  Kurniadi,  S.H.,  Para

Advokat/Konsultan  Hukum pada  kantor  hukum “Anan

Law  Office  &  Partners” yang  berkantor  di  JL.

Samanhudi,  Karang  Duwet,  RT/RW  12,  Mojayan,

xxxxxx  Tengah,  domisili  elektronik:

kurniadidamas@gmail.com, berdasarkan  surat  kuasa

khusus  tanggal  14  Mei  2025  yang  terdaftar  di

kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan nomor

register 354/KH/2025/PA.Klt tanggal 21 Mei 2025;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT,  umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,

pendidikan  SLTA,  tempat  tinggal  di  xxxxxxxx  xx

xxxxxxx,  Desa  Kedungampel,  xxxxxxxxx  xxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;
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SALINAN

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dalam  gugatannya  tanggal 19  Mei  2025  yang

didaftarkan melalui  e-court  di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx,  Nomor

785/Pdt.G/2025/PA.Klt, tanggal 20 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri  yang terikat

dalam perkawinan yang sah yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

X2015 tanggal  07 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat tinggal di

rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xx xxxxxxx Kedungampel,Cawas,;

3. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat

telah melakukan hubungan suami isteri (Bada Dukhul) di karuniai 1 orang

anak bernama ANAK   Perempuan,  lahir di xxxxxx, 25 Agustus 2017 ;

4. Bahwa  dalam perjalanan  kehidupan  rumah  tangga  antara  Penggugat

dengan  Tergugat,  pada  saat  Penggugat  hamil  usia  5  bulan  Tergugat

ketahuan selingkuh dengan Perempuan lain dan ketika ketahuan Tergugat

meminta  maaf  tidak  akan  mengulangi  namun  ternyata  Tergugat  masih

mengulangi perselingkuhan tersebut;

5. Bahwa  selama  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  berlangsung

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat oleh karena

itu Pernggugat memutuskan untuk bekerja di malysia  pada tahun 2020;

6. Bahwa  selama  Penggugat  bekerja  dimalaysia  antara  Penggugat  dan

Tergugat  tidak  pernah  berkomunikasi  dengan  baik  dan  Penggugat

mengetahui  jika  uang  yang  dikirimkan  kepada  Tergugat  dan  anaknya

dipakai Tergugat untuk berselingkuh;   

7. Bahwa antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami

istri  lebih dari  1 tahun dan antara Peggugat dan Tergugat sering cekcok

masalah Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;

8. Bahwa gugatan cerai  ini sudah cukup beralasan untuk diajukan karena

dalam  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk

rukun kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP. No 9 tahun

1975 jo.Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam;
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SALINAN

9. Bahwa Pengugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat dengan ini mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Surakarta agar berkenan memeriksa dan selanjutnya 

memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan  Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro dari  Tergugat  TERGUGAT  dengan

Penggugat PENGGUGAT;

3. Menetapkan biaya serta pembebanannya menurut ketentuan hukum yang 

berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et

bono).

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan

(relaas) Nomor 785/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 22 Mei 2025 dan 10 Juni 2025

yang  dibacakan  di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  memeriksa  identitas  Penggugat  dan

Tergugat  ternyata  telah  sesuai  dengan  yang  termuat  dalam  surat  gugatan

Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa;
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SALINAN

A.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat,  NIK.

3310X920002,  tanggal  07  Juli  2017,  yang dikeluarkan di  xxxxxx.  Bukti

surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,  dicocokkan  dengan

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode

bukti (P.1); 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor X2015, tanggal 07 Agustus

2015, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Provinsi

xxxx  xxxxxx.  Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI  1,  umur  56  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  xxxxxxxx,

bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami

istri yang menikah pada tahun 2015;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa  Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang

anak dan saat ini ikut Tergugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

mereka tidak  harmonis  lagi  karena sering  terjadi  perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat  dan Tergugat

terjadi sejak Penggugat hamil berumur 5 (lima) bulan, sekitar tahun

2017;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat  karena  Tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah  sejak
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SALINAN

awal menikah disebabkan pekerjaan Tergugat yang tidak menentu

sehingga Penggugat memutuskan untuk bekerja di Malaysia sejak

tahun 2020;

- Bahwa  saksi  mengetahui  karena  saksi  melihat  sendiri  yang

menyebabkan peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut;

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui karena perselingkuhan

yang  dilakukan  Tergugat  bahkan  saat  Penggugat  mengirim  uang

untuk  keperluan  Tergugat  dan  anak-anak  malah  digunakan  untuk

berselingkuh;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Tergugat berselingkuh sejak Penggugat masih berada di

Indonesia;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Penggugat

bekerja ke Malaysia sekitar tahun 2020;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah  berkomunikasi

selam berpisah;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi

dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh keluarga dan

Penggugat sendiri, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau

berubah;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam,  pekerjaan xxxxxx xxxx,

bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami

istri yang menikah pada tahun 2015;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa  Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang

anak dan saat ini ikut Tergugat;
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SALINAN

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

mereka tidak  harmonis  lagi  karena sering  terjadi  perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat  dan Tergugat

terjadi sejak Penggugat hamil berumur 5 (lima) bulan, sekitar tahun

2017;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat karena Tergugat tidak bertanggungjawab kepada keluarga,

karena  Tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah  sejak  awal

menikah;

- Bahwa  saksi  mengetahui  karena  saksi  melihat  sendiri  yang

menyebabkan peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut;

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui karena Tergugat selalu

menghabiskan uang yang dikirim oleh Penggugat untuk keperluan

anak dengan tidak jelas;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi hanya mendapat cerita mengenai masalah Tergugat

yang berselingkuh;

- Bahwa Penggugat sudah lama bekerja di Malaysia;

- Bahwa Penggugat setiap tahun pulang, kemarin sempat pulang

untuk mengurus pengajuan cerai kepada Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Penggugat

bekerja ke Malaysia sekitar tahun 2020;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah  berkomunikasi

selama berpisah;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi

dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh keluarga dan

Penggugat sendiri, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau

berubah;

Bahwa  terhadap  keterangan  saksi-saksi  tersebut  Penggugat

menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan alat buktinya;
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SALINAN

Bahwa  Penggugat  tidak  mengunggah  kesimpulan  ke  dalam  Sistem

Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana  terurai di atas;

Legalitas Kuasa Hukum

Menimbang,  bahwa  perkara  gugatan  a  quo didaftarkan  oleh  kuasa

hukum  Penggugat  secara  elektronik  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  8

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara

dan  Persidangan  Secara  Elektronik  sebagaimana  diubah  dengan  Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan

perkara  secara  elektronik  sebagai  Pengguna  Terdaftar,  maka Majelis  Hakim

telah  memeriksa  identitas  kuasa  Penggugat  dan  kelengkapan  pendaftaran

perkara  berdasarkan  dokumen  elektronik  sebagaimana  ketentuan  Surat

Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor  363/KMA/SK/XII/2022  tentang

Petunjuk  Teknis  Administrasi  dan  Persidangan  Perkara  Perdata,  Perdata

Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang,  bahwa Surat  Kuasa Khusus Penggugat  tanggal  14  Mei

2025 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi

unsur  kekhususan,  dimana  secara  jelas  menunjuk  perkara  Cerai  Gugat  di

Pengadilan Agama xxxxxx dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi

dari  kuasa  yang  diberikan  dengan  mencantumkan  identitas  para  pihak

berperkara  dan  telah  mencantumkan  tanggal  serta  tanda  tangan  pemberi

kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal  para Advokat  masih berlaku serta

telah  disumpah  oleh  Pengadilan  Tinggi  setempat,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat,  bahwa  Surat  Kuasa  Khusus  dimaksud  dapat  dinyatakan  sah

karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah

Agung  Nomor  01  Tahun  1971  tanggal  23  Januari  1971  jo. Surat  Edaran

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 2, 3

dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima
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kuasa  harus  pula  dinyatakan  telah  mempunyai  kedudukan  dan  kapasitas

sebagai  subjek  hukum yang  berhak  melakukan  tindakan  hukum atas  nama

pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang,  bahwa Tergugat  telah  dipanggil  secara resmi  dan patut

berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan jo. Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2019  tentang  Administasi  Perkara  dan  Persidangan  Secara  Elektronik

sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 jo.

Surat  Edaran  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Tata  Cara  Panggilan  Dan

Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, sebagaimana Surat Panggilan (relaas)

Nomor  785/Pdt.G/2025/PA.Klt  tanggal  22  Mei  2025  dan 10 Juni  2025 yang

dibacakan  di  persidangan,  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa tidak  datangnya

Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan gugatan Penggugat  tersebut harus diperiksa secara verstek,  vide Pasal

125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  setelah  membaca  dan  meneliti  surat  gugatan

Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat

pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada

duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa

secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19

huruf  f  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f

Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  karena
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Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  Nomor  3

Tahun  2015,  Penggugat  tetap  diwajibkan untuk  membuktikan alasan  alasan

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  163  HIR  jo. Pasal  1685

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah

mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 merupakan fotokopi akta autentik yang

sesuai  dengan  aslinya  dan telah  dinazegelen,  maka berdasarkan ketentuan

Pasal 165 H.I.R.  juncto Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020

tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai

alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, isi alat bukti tersebut relevan dengan

pokok perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1, P.2,

telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karenanya

mempunyai  nilai  kekuatan pembuktian  sempurna dan mengikat  (volledig  en

bindende bewijskracht), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda

Penduduk telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar berdomisili

di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  xxxxxx,  maka  berdasarkan  ketentuan

Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Nomor  50  Tahun  2009,  Pengadilan  Agama  xxxxxx  berwenang  untuk

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta nikah telah

ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri

yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 07

Agustus  2015  sampai  sekarang  belum  pernah  bercerai,  dengan  demikian

gugatan Penggugat telah beralasan atas hak atau memiliki dasar hukum yang

sah;

Menimbang,  bahwa  mengenai  saksi-saksi  yang  diajukan  Penggugat
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dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.  Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang

pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan

dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  antara  suami  istri  dan  tidak  ada

harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga,  maka  perlu  didengar

keterangan pihak keluarga serta  orang-orang yang dekat dengan suami istri

tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil sebagai saksi

sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang,  bahwa agar  bernilai  pembuktian,  keterangan para saksi

yang diajukan di persidangan harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan

yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri

oleh  saksi,  keterangan  yang  diberikan  itu  harus  mempunyai  sumber

pengetahuan yang jelas,  dan keterangan yang diberikan oleh saksi  tersebut

harus saling bersesuaian satu dengan yang lain  atau dengan alat-alat  bukti

yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  Penggugat  telah  memberikan

keterangan mengenai  keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang

pada pokoknya sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang,  bahwa  keterangan  para  saksi  mengenai  peristiwa

perselisihan, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta upaya

damai dari pihak keluarga yang tidak berhasil adalah keterangan berdasarkan

fakta  yang  yang  dialami,  didengar  dan  dilihat  sendiri  oleh  saksi,  saling

bersesuaian  satu  dengan  yang  lain,  serta  relevan  dengan  dalil  yang  harus

dibuktikan oleh  Penggugat,  maka dari  itu  keterangan para  saksi  Penggugat

mengenai  hal  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil  sehingga  dapat

dipertimbangkan menjadi fakta hukum; 

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  istri  yang

menikah tanggal 07 Agustus 2015, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
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2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun  dan  harmonis,  namun sejak  tahun  2017  diantara  Penggugat  dan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal

sejak tahun 2020 yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih

5 (lima) tahun;

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak

pernah rukun kembali dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  Majelis

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk

melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu

tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal

19 huruf  f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f

Kompilasi  Hukum Islam  bahwa  di  antara  alasan  perceraian  adalah  adanya

perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal

tersebut  di  atas,  maka  terdapat  3  (tiga)  unsur  yang  harus  dipenuhi  untuk

terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada

harapan untuk kembali rukun; dan

3. Telah ada upaya untuk mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perceraian  itu  akan  mengakhiri

lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal

menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut
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pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan

jika perkawinan sudah pecah (broken mariage) dengan indikator yang secara

nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan

Rumusan Hasil  Rapat  Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  pertama,  kedua  dan

ketiga, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri saat ini telah

terjadi perselisihan terus menerus dan akibat perselisihan tersebut keduanya

telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa

fakta  tersebut  merupakan  bentuk  penyimpangan  dari  konsep  dasar

dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala

aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain

itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu

yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti

perselisihan  dan  pertengkaran.  Maka  oleh  sebab  itu,  unsur  “adanya

perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus”  dipandang  telah

terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  keempat  dan  kelima,

yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak  memperdulikan  lagi,  bahkan  Penggugat  sudah  dinasihati  agar  rukun

kembali  dengan Tergugat,  namun tidak berhasil,  menunjukkan bahwa antara

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  saling  mencintai  dan  tidak  saling

memperdulikan,  sehingga  Majelis  Hakim menilai  tindakan  yang  demikian  ini

merupakan  bentuk  ketidakwajaran  dari  rumah  tangga  yang  rukun  dan

harmonis.  Oleh  sebab  itu,   Majelis  Hakim  menilai  unsur  “perselisihan  dan

pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali

rukun” telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  mendamaikan

dengan menasihati  Penggugat  agar  rukun kembali  dengan Tergugat,  sesuai

ketentuan Pasal 130 HIR  jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur

“Telah ada upaya untuk mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah

terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis

Hakim menilai  bahwa rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pecah

(broken mariage);

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  abstraksi  hukum  Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret

1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah

terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan

tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami

istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi

alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan

selanjutnya  Majelis  Hakim mengambil  alih  isi  yurisprudensi  tersebut  di  atas

sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

dalil  gugatan  Penggugat  tentang  ketidakharmonisan  rumah tangganya  patut

dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran

suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan,

ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga

yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan

dalam firman Allah SWT. surat al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

مّودَةًّ             بيَنْكَمُ وجََعلََ إليَهْاَ إ لتّسَْكنُوُا أزَْواَجًا كمُْ أنَفُسإ مّنْ لكَمُ خَلقََ أنَْ إهإ آياَت ومَإنْ

ذَ   ۚورََحْمَةً فإي إنّ يتَفَكَرُّونَ   ٰإ ٍ لَياَتٍلقّوَمْ إكَ ل

Artinya:  “Dan  di  antara  tanda-tanda  (kebesaran)-Nya  ialah  Dia

menciptakan  pasangan-pasangan  untukmu  dari  jenismu

sendiri,  agar  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram

kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan

sayang.  Sungguh,  pada  yang  demikian  itu  benar-benar

terdapat  tanda-tanda  (kebesaran  Allah)  bagi  kaum  yang

berpikir.”
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dan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974   tentang  Perkawinan

sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang,  bahwa  membiarkan  keadaan  rumah  tangga  Penggugat

dan  Tergugat  tetap  berlangsung  seperti  ini  tidak  akan  memberi  harapan

kebaikan (mashlahah),  justru sebaliknya dapat menimbulkan  dharar  (bahaya)

mudharat dan  mafsadat yang  berpotensi  ditimbulkan  akibat  pertengkaran

antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan

akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh

sebab itu,  jika  keadaan seperti  itu  terjadi,  maka menghindari  kemudharatan

(mafsadat)  harus  lebih  diutamakan  dari  pada  mengharapkan  kebaikan

(mashlahah). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab al-

Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaa’idi wa furuu’I fiqhi al-Syafii’iyah halaman 118

yang berbunyi:

إحإ      المَْصَال جَلبْإ علَىَ مُقدَمٌّ دإ المَْفاَسإ درَْءُ

Artinya : “Menolak  kerusakan  harus  didahulukan  daripada  menarik

kemaslahatan”.

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  mengambil  alih  doktrin  fikih  Dr.

Wahbah Al-Zuhaili yang mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab

Maliki dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz 7 halaman 527-528 yang

menyatakan:

الحَْياَةُ            إحَ تصُْب لَ وحََتىّ ، إلنزَّاعإ ل ً مَنعْا إلضّرَرإ، ل أوَْ إلشّقاَقإ ل التفّرْإيقَْ إكإيةُّ المَْال وأَجََازَ

 .«    » : إناَءً       وبَ ضإرَارَ ولََ ضَرَرَ َ ل واَلسّلمَُ الصّلةَُ علَيَهْإ إهإ إقوَلْ ولَ وبَلََءً، ً جَحإيمْا الزّوجْإيةُّ

طلَقَّهاَ            دعَوْاَهاَ، صإحّةُ أوَْ الضّرَرُ أثَبْتَتَ إنْ فإَ إلقْاَضإي، ل أمَْرَهاَ المَْرْأةَُ ترَْفعَُ علَيَهْإ

رُفإضَتْدعَوْاَهاَ        الضّرَرإ إثبْاَتإ إ عنَْ عجََزَتْ إنْ وإَ مإنهُْ،

Artinya:  “Mazhab  Maliki  membolehkan  pemisahan  (suami-istri)

bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratan guna

mencegah  pertikaian,  sehingga  kehidupan  rumah  tangga

(suami-istri)  tersebut  tidak  berubah  menjadi  petaka  dan

bencana,  sesuai  sabda  Rasulullah  saw.:  “Tidak  boleh

berbuat  mudarat  untuk  diri  sendiri  dan  orang  lain”.

Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan

gugatan kepada Hakim.  Jika kemudaratan dan kebenaran
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(dalil)  gugatannya  tersebut  terbukti,  maka  Hakim

menceraikan  istri  tersebut  dari  suaminya,  dan  jika  si  istri

tidak  mampu  membuktikannya,  maka  gugatan  tersebut

ditolak”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada

Kitab  Madaa Hurriyatu al-Zaujaini  Fi  al-Thalaaq fii  al-Syarii'ati  al-Islaamiyyah

Juz I halaman 83 yang menyatakan:

ينَفَْعُ            ّ يعُدَ ولَمَْ الزّوجْإيةُّ الحَْياَةُ تضَْطرَإبُ حإينَْ الطلَّقإ إظاَمَ ن إسْلَمُ الْ إخْتاَرَ ا ْ وقَدَ

نَّ             لإ رُوحٍْ غيَرْإ مإنْ صُورَْةً الزّواَجإ إطةَُ رَاب تصَْبحَُ وحََيثُْ صَلحٌْ ولََ نصَْحٌ فإيهْاَ

تأَبَاّهُ            ظلُمٌْ وهَذَاَ المُْؤبَدّإ إالسّجْنإ ب الزّوجَْينْإ أحََدإ علَىَ نحَْكمَُ أنَْ مَعنْاَهُ إمْرَارَ إسْت الْ

العْدَاَلةَإ   رُوحُْ

Artinya: “Islam  memilih  lembaga  thalaq/cerai  ketika  rumah  tangga

sudah  dianggap  goncang  serta  dianggap  sudah  tidak

bermanfaat  lagi  nasehat/perdamaian,  dan  hubungan  suami

istri  menjadi  tanpa  ruh  (hampa),  sebab  meneruskan

perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan

penjara  yang  berkepanjangan.  Ini  adalah  aniaya  yang

bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo.  Pasal  116 huruf  (f)

Kompilasi  Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  talak  yang  akan  dijatuhkan  dalam

perkara  a  quo  adalah  talak  yang dijatuhkan oleh  Pengadilan  Agama,  maka

sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara  a quo

akan diputus dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap

Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya

kecuali dengan akad nikah baru;
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Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo masuk  dalam  bidang

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu  ba’in  sughra Tergugat  (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); 

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah

1446 Hijriyah oleh  Ade Fauzi, Lc., MA.Ek., sebagai Ketua Majelis,  Zahidah

Alvi  Qonita,  SHI dan  Nailasara  Hasniyati,  S.H.I.,  M.S.I., masing-masing

sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam sidang  terbuka

untuk  umum yang  dilaksanakan  secara  elektronik  dan  disampaikan  kepada

para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis  beserta  para  Hakim  Anggota  tersebut  dan  dibantu  oleh  Yonika

Puspitasari,  S.H., sebagai  Panitera  Sidang,  serta  dihadiri  oleh  Penggugat/

Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ade Fauzi, Lc., MA.Ek.,
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Hakim Anggota I,

ttd

Zahidah Alvi Qonita, SHI

Hakim Anggota II,

ttd

Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.,
Panitera Sidang,

ttd

Yonika Puspitasari, S.H.,

Rincian Biaya: 

1. PNBP : Rp          60.000,00
2. Biaya proses : Rp          75.000,00
3. Biaya panggilan : Rp          48.000,00
4. Meterai : Rp          10.000,00
Jumlah : Rp         193.000,00 

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama xxxxxx

Eni Kustiyah, S.H.
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